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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2020 … 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan dukungan pendanaan bagi 

penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah 

Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dapat 

memberikan dukungan pendanaan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan 

kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317); 

10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246);  

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);  

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara 
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